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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU
NOMOR :(bl? ISK/IDPMPTSP/II/2024

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KB CITA BERSINAR JL. H. RANRENG MATAJANG DESA LALABATA
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU

Menimbang -a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis
Nomor 036/BAPL/DPMPTSP/11/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada KB
CITA BERSINAR, JI. H. Ranreng Matajang Desa Lalabata Kec. Tanete
Rilau Kab. Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas — batas
ketentuan  hukum dan perundang — undangan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.

Mengingat 1. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan
Lembaran Negara Nomor 4235);

2. Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78
tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);

4. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang perbuhan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
Tentang Pendirian Satuan PAUD;
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